@UNES O
& Unes Law Review
e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605

Volume 8, Issue 3, Maret 2026
Available online at: https://review-unes.com

we
Y

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban
Bullying di Lingkungan Panti Asuhan (Studi Pada Panti Asuhan
Nurul Solihin Palangka Raya)

Novea Elysa Wardhani!, Elin Sudiarti**, Ivani Dominica®

! Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
? Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding Author: : elin@law.upr.ac.id

Artikel Histori Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan mengenai
Direvisi: 15-12-2025 bentuk-bentuk perilaku Bullying yang terjadi di lingkungan panti asuhan.
Diterima: 26-02-2026 Kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di Panti

Diterbitkan: 07-03-2026 | Asuhan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban bullying.
Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan
wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan
oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari dari teman sebaya,
dan pengaruh media. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying
terdapat diantaranya dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak,
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Kata Kunci: Bullying, Panti Asuhan, Pelindungan Hukum

Abstract: This research aims to analyze and explain the forms of bullying behavior
that occur in orphanage environments. It also analyzes the factors that cause
bullying in orphanages and the legal protection provided to victims of bullying.
The researcher uses empirical juridical research methods by conducting
interviews, observations, and literature studies. The results show that bullying
actions, both physical and verbal, are often caused by internal factors such as
family environment, peer pressure, and media influence. Legal protection for
children as victims of bullying is found in the Criminal Procedure Code, the Child
Protection Act, the Human Rights Act, and the Witness and Victim Protection Act.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana Bullying bukanlah merupakan suatu tindak pidana baru di tengah
masyarakat, di luar negeri tindak pidana Bullying ini sudah dikenal sejak lama, bahkan
Bullying tidak mengenal batas usia, pendidikan, maupun jenis kelamin. Bullying juga sering
dianggap bahan candaan ketika seseorang berusaha untuk membuat suatu lawakan, namun
candaan tersebut yang biasanya menyakitkan karena seringkali menyangkut terkait seseorang
yang terlihat “berbeda” dari yang lain.

Perundungan, yang lebih dikenal dengan istilah Bullying, adalah suatu kejadian yang
sudah umum baik di tanah air maupun di luar negeri. Individu yang terlibat sering kali
adalah anak-anak yang masih bersekolah, serta orang dewasa walaupun jumlahnya tidak
banyak. Para pelaku tidak hanya terdiri dari siswa senior, tetapi juga mencakup guru, orang
tua, serta lingkungan sekitar. (Anita & Triasavira, 2020).
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Perundungan atau bullying adalah isu yang telah menjadi perhatian global, tidak hanya
di tanah air tetapi juga di negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Jepang,
dan wilayah Eropa. Data yang diperoleh dari National Mental Health and Education
Centre pada tahun 2004 menunjukkan bahwa bullying adalah salah satu jenis kekerasan
yang sering terjadi di dalam masyarakat, dimana antara 15% hingga 30% dari para siswa
terlibat sebagai pelaku dan korban perundungan (Palupi, 2020).

Sejak tahun 1970, perundungan diakui sebagai masalah sosial di berbagai Negara.
Ini merupakan sebagian akibat dari banyak penelitian yang telah dilakukan secara terencana
sejak tahun 1970, yang dimulai dengan studi Olweus di kawasan Skandinavia pada tahun
1978, kemudian meluas ke FEropa, Amerika, Australia, hingga Jepang. Di
Jepang, tindak kekerasan ini disebut sebagai dime, yang muncul pada tahun 1984
dengan ditandainya 16 kasus bunuh diri yang berkaitan dengan perundungan. (Muhammad,
2009)

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan Bullying sebagai kekerasan fisik
dan psikologis berjangka panjang seseorang atau yang dilakukan kelompok terhadap seseorang
yang tidak mampu mempertahankan diri. (Fitria Chakrawati, 2015) Bullying adalah suatu
tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa unggul
terhadap korban yang lebih rentan baik secara fisik maupun mental, dilakukan secara berulang
tanpa adanya perlawanan, dengan maksud untuk  menyakiti korban melalui cara  fisik,
verbal, atau emosional/psikologis. (Priyatna, Andri 2010)

Komisi Nasional Perlindungan Anak mengemukakan bahwa bullying merupakan
physical and psychological abuse atau yang bisa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan
psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada
agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan pribadi (Ihkam & Parwata, 2016). Bullying
merupakan sebuah tindakan kekerasan secara fisik maupun psikologis dimana si pelaku bisa
menyakiti korban dengan cara memukul, menganiaya. Bukan hanya pada kekerasan fisik dan
psikologis, korban bisa terganggu akibat bullying yang dilakukan oleh si pelaku terhadap
korban seperti tindakan menghina, mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya yang
membuat korban bisa merasakan terauma atau depresi, Bullying juga dapat menjadi salah satu
faktor yang menyebabkan korban untuk mengakhiri hidupnya. Perilaku bullying dapat terjadi
di seluruh jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Fikriana
& Hartantri, 2023)

Pada dasarnya perbuatan bullying dilakukan secara sengaja dan berulang. Dalam teori
viktimologi dinyatakan bahwa hak-hak korban dapat diidentifikasi dengan memperhitungkan
bahwa bullying masih sering diannggap sebagai hal yang biasa, bukan sebagai masalah yang
serius (Bunga, 2019). Bullying memiliki pengaruh yang negatif pada anak-anak, sehingga
tindakan bullying menuntut penanganan yang cepat. Ketentuan pasal 1 angka 6 nomor 36 tahun
1999 tentang hak asasi manusia (HAM), bullying dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi
manusia. Hal ini dikarenakan bullying telah melanggar hak pribadi, hak rasa aman dan hak
mengembangkan diri (Ilahia & Asisti, 2024).

Perundungan dianggap sebagai tindakan antisocial atau perilaku yang tidak pantas
dengan menyalahgunakan kekuatan terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah, dan
biasanya terjadi secara berulang. Perundungan dianggap sebagai salah satu bentuk kenakalan,
karena tindakan  ini melanggar norma-norma  sosial dan  dapat  dijerat sanksi oleh
hukum. Dengan merujuk pada definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perundungan
atau bullying adala perilaku yang disengaja dilakukan oleh orang yang lebih kuat, terhadap
individu yang lebih lemah dengan tujuan untuk mengancam, menakut-nakuti, atau membuat
korban merasa tidak bahagia. (Seijiwa, 2008)

Terdapat berbagai bentuk perilaku perundungan yang sering terjadi, yakni (1)
perundungan verbal contohnya mengejek, menghina kekurangan dan cacat fisik, memanggil
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dan mengolok-olok nama orang tua; (2) perundungang nonverbal berupa kekerasan fisik seperti
menendang, mendorong menarik baju atau pakaian, dan berkelahi; (3) perundungan relasional
yang dilakukan dengan mengucilkan dan sengaja mengabaikan. Tindakan-tindakan
perundungan tersebut dapat mengganggu kepercayaan diri korban. Dampaknya menurunkan
kepercayaan diri korban, namun sebaliknya yang terjadi pada pelaku adalah semakin
termotivasi untuk terus merundungi atau melakukan pembullyan kepada korban atau orang lain
(Jelita et al., 2021)

Dampak negatif dari perundungan yang perlu diwaspadai adalah dapat mengakibatkan
seseorang merasa ingin mengakhiri hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa perundungan
memberikan efek yang sangat “meyakitkan”, terutama bagi individu yang mengalami
perundungan berulang atau menjadi korban kekerasan fisik. Kekeraan fisik ini biasanya
ditandai dengan adanya bekas-bekas luka atau lebam. Selain bullying fisik, ada juga bullying
verbal, yang cenderung lebih sulit dikenali, karena tidak ada tanda visual yang jelas untuk dapat
mendeteksinya. Meskipun tidak tampak secara fisik, perundungan ini tetap berbahaya bagi
korban, karena sifatnya menyerang kesehatan mental. Jika tidak ditangani dengan baik,
perundungan verbal dapat mendorong seseorang memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri
hidup.

Tindakan bullying termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, dijelaskan bahwa kekerasan mencakup seluruh tindakan terhadap anak yang
menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.

Pihak yang terlibat umumnya adalah siswa, dan saat initindakan bullying atau
perundungan masih sering dijumpai di sekolah mulai dari level dasar hingga atas. Selain itu,
praktik bullying juga berlangsung di Perguruan Tinggi meskipun jumlahnya terbilang
sedikit. Perundungan atau bullying tidak terbatas hanya pada sekolah dan perguruan
tinggi. Saat ini, perundungan atau bullying juga muncul di lingkungan panti asuhan. (Anita &
Triasavira, 2020).

Panti asuhan berfungsi sebagai tempat untuk merawat anak-anak dan memiliki peranan
krusial dalam menjaga perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Namun, kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa suasana di panti asuhan tidak sepenuhnya terbebas dari tindakan
bullying. Pada dasarnya bullying memiliki pengaruh buruk baik secara fisik maupun mental
bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan panti asuhan tersebut.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengemukakan bahwa Panti Asuhan atau LKSA
(Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) merupakan perkumpulan atau organisasi sosial yang
turut melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang mana penyelenggaraan ini
sebelumya sudah dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak bertanggung jawab memberikan pengasuhan secara penuh di bawah arahan Dinas Sosial.

Beberapa kategori anak yang diprioritaskan oleh LKSA, antara lain anak-anak yang
orangtuanya sudah meninggal, anak anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau anak-anak
korban kekerasan rumah tangga. LKSA harus bertindak sebagai pengganti sementara orang tua
dari anak-anak yang ditempatkan di LKSA, dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi
hak-hak dasar mereka, karena pada dasarnya anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih
saying dari orangtuannya. Pengurus LKSA harus menyadari bahwa meskipun anak-anak
ditempatkan dalam satu lembaga, anak-anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi.
Penyelenggara LKSA harus memberikan hak hak yang sesuai dengan kebutuhan anak,
pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan orangtua dan anak dalam
proses pengasuhan.
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Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menyatakan
standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan di
panti asuhan, dan selayaknya orang tua maka panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi
pemenuhan hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan, hak terhadap tumbuh
kembang, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan
menyekolahkan anak), hak terhadap partisipasi, serta memenuhi hak anak terhadap
kelangsungan hidup.

Perundungan atau bullying tidak hanya berlangsung di sekolah dan universitas. Saat ini,
perundungan juga terjadi di panti asuhan. Contoh sederhana perilaku bu/lying di panti asuhan,
seperti: senior yang menyuruh junior untuk melakukan tugas tertentu, mengambil barang
milik junior secara paksa, dan mengancam secara fisik junior jika tidak menuruti perintah
senior.

Secara umum, orang yang melakukan bullying dilatarbelakangi karena mereka
merasa memiliki  kontrol di lingkungan sekitar, atau mereka juga merasa seperti senior
yang memiliki  kekuasaan. Tindakan bullying adalah  perilaku  buruk yang dilakukan
berulang kali oleh ~ beberapa individu yang  bersifat agresif, disebabkan oleh adanya
ketidakseimbangan  kekuatan di antara  pihak-pihak yang  terlibat, baik itu dalam
bentuk serangan emosional, verbal, atau fisik. (Darmayanti, dkk, 2019).

Panti asuhan berperan melindungi anak dari ketelantaran, eksploitasi, dan kekerasan,
serta menjamin kesejahteraan dan kebutuhan anak. Panti juga diharapkan menjadi pusat
pengembangan anak. Sudah saatnya negara yang diwakili oleh pemerintah juga melindungi
hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun
horizontal (Rulan Aprestiandy Sonya, 2020).

Bullying di panti asuhan sering tidak terungkap secara maksimal karena keterbatasan
pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya keberanian korban untuk melaporkan.
Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum sangatlah penting untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan mandat yang terdapat dalam konstitusi
dan undang-undang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Orang tua yang menitipkan anaknya ke Panti Asuhan, seringkali menyerahkan tanggung
jawabnya pada pihak Panti Asuhan. Pada hakekatnya awal terbentuknya karakter anak adalah
dalam keluarga yaitu dengan bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua itu dibutuhkan dalam
membentuk karakter anak, agar anak memiliki pondasi karakter yang baik dan kokoh karena
sudah tertanam sejak dini. Sebagian orang tua di Indonesia sendiri masih mengabaikan akan
pentingnya penanaman karakter yang kuat pada anak terutama pada anak usia sekolah dasar
yang sedang tumbuh dengan beragam rasa ingin tahunya, dengan menjadikan orang tua sebagai
contoh dalam mereka bersikap, tetapi mereka lalai bahkan lupa dengan berbagai faktor seperti
sibuk bekerja, kurangnya komunikasi dalam keluarga, kurangnya pengetahuan orang tua dalam
mendidik anak, sehingga kurang memperhatikan bagaimana karakter anak yang sesungguhnya
(Fikriyah et al., 2022)

Bagi anak yang tinggal bersama orang tua, maka tanggungjawab untuk menjaga dan
mengedukasi anak-anaknya berada pada orang tua. Lain halnya dengan anak-anak yang
dibesarkan jauh dari orang tau seperti anak-anak yang ada di panti asuhan. Penglola dan
pendidik pantilah yang memegang peranan penting dalam menjalankan tanggung jawab
tersebut, untuk menjamin agar anak-anak di panti jauh dari tindak bullying. Tanggung jawab
pengelola panti atau orang tau asuh panti justru lebih besar, karena anak-anak di panti adalah
kelompok yang sangat rentan menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Sehingga
sangat penting orang tua asuh panti untuk mengedukasi tentang hak-hak anak yang mereka
miliki, agar terbangun kepercayaan diri yang baik bagi setiap anak asuh di panti. Anak-anak
atau remaja yang terlibat sebagai pelaku bullying memiliki risiko tiga kali lipat, sedangkan
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korban bullying memiliki risiko lima kali lipat untuk mengalami gangguan mental dan
emosional pada rentang waktu 10-15 tahun ke depan.(Surilena, 2016).

Bentuk-bentuk bullying berupa bullying fisik, bullying verbal, bullying psikis atau
mental. Bullying fisik seperti perkelahian, pemukulan, dan sanksi fisik. Bullying verbal
seperti ejekan, kata-kata tidak sopan, julukan yang tidak sesuai, kata-kata kotor, dan
cemoohan. Bullying psikis atau mental, contohnya mempermalukan  di depan umum,
mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror baik secara offline maupun online,
memandang yang merendahkan, mencibir, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi.

Jumlah kasus bullying yang terjadi memiliki konsekuensi yang cukup serius, yakni dapat
memicu depresi  bahkan merenggut nyawa seorang korban. Langkah-langkah  untuk
mencegah bullying harus dilaksanakan dengan baik mulai dari rumah, sekolah, hingga dalam
pertemanan, terutama di antara anak-anak yang belum dewasa. Setiap lingkungan harus saling
berkolaborasi untuk menanamkan nilai positif dan saling menghargai.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek yakni Panti Asuhan Nurul Solihin
Palangka Raya. Panti asuhan Nurul Sholihin mempunyai luas tanah 30 x 40 m. Yang berdiri
pada tanggal 9 Juni tahun 2013 yang di kelola oleh ibu Siti Nursiati S.Hi. Panti asuhan Nurul
Sholihin Palangka Raya adalah panti asuhan yang menampung anak yatim piatu, terlantar, dan
kurang mampu.

Perkembangan pendidikan keislaman di panti asuhan Nurul Sholihin pada awalnya hanya
ditangani oleh dua orang tenaga pengajar yakni ustadzah Siti Nursiati, S.Hi dan ustadz
Drs.H.M. Saleh Taher. Karena peningkatan jumlah anak asuh di panti asuhan tersebut, maka
pengurus panti asuhan berupaya meningkatkan jumlah tenaga pengajar hingga bertambah
menjadi 5 orang, untuk mengasuh anak asuh dan mengajar di panti asuhan Nurul Sholihin
Palangka Raya. Saat ini jumlah anak-anak yang berada di Panti Asuhan tersebut berjumlah
kurang lebih 150 orang.

Salah satu contoh perilaku bullying yakni terjadi di Panti Asuhan Nurul Solihin Palangka
Raya. Terdapat beberapa santri yang mengalami bullying yang dilakukan oleh seniornya.
Korban tersebut dipaksa untuk memberikan uang yang dimilikinya kepada seniornya. Namun
karena tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh seniornya, santri tersebut dibully secara
fisik oleh seniornya. Hal ini mengakibatkan santri tersebut merasa takut untuk bertemu dengan
orang-orang, dan santri ini tidak ingin berinteraksi dengan siapapun. Akibat yang paling fatal
yang terjadi yakni, salah satu santri meninggal dunia akbibat bullying fisik yang dialaminya.

Ketika dikonfirmasi kepada pelaku yang melakukan Bullying tersebut yakni dikarenakan
mereka acapkali menerima perlakuan yang serupa dilingkungan keluarga. Hal ini pada
dasarnya sungguh disayangkan. Keluarga sejatinya menjadi tempat bagi anak untuk
memperoleh pendidikan tentang sopan santun, mendapatkan perhatian dan kasih sayang.
Namun justru berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tidak sedikit anak-
anak yang mendapatkan perilaku yang kasar atau tidak sewajarnya dari orang tuanya. Hal inilah
yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan bullying kepada teman-
temannya.

Salah satu konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan dari bullying adalah kemungkinan
seseorang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tidak bisa  dipungkiri bahwa tindakan
bullying memberi dampak yang "menyeramkan," terutama bagi orang-orang yang mengalami
bullying berulang kali atau menjadi target bully fisik. (Palupi, 2020)

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang
perlindungan anak, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No.
23 Tahun 2002)

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child/CRC)

Namun, dalam kenyataan, pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak-anak yang
menjadi korban bullying di panti asuhan masih kerap menemui berbagai tantangan, seperti
kurangnya pengawasan, keterbatasan tenaga pengasuh, rendahnya pemahaman tentang hukum,
serta belum maksimalmya sistem pelaporan dan penanganan kasus bullying.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perundungan atau bullying adalah
usaha untuk menciptakan keadaan dimana anak bisa menjalankan hak dan tanggungjawabnya.
(Novianti, 2019) Dengan merujuk pada konsep parents patriae, negara memberikan perhatian
dan perlindungan kepada anak seperti halnya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.
(Rochaeti, Nur, 2008) Dengan demikian, penanganan anak yang berurusan dengan hukum
harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan berlandaskan pada nilai-nilai
Pancasila. Oleh karena itu, aturan mengenai pelaksanaan pengadilan untuk anak dilakukan
secara khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying merupakan isu penting
yang harus dibahas. Hal ini karena sekarang ini masih banyak terjadi bullying terhadap
anak. Sedangkan aturan yang mengatur mengenai anak sebagai korban bullying atau
perundungan masih belum memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu memahami
makna dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah berbagai langkah yang diambil oleh negara atau individu
untuk memastikan dan melindungi hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta untuk
menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak
mengetahui apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum, serta bagaimana
hukum dapat diterapkan dalam berbagai keadaan. Terdapat kepastian dalam peraturan dan
konsistensi ~ dalam  penerapannya. Tujuan dari perlindungan ~ hukum untuk anak yang
menjadi korban tindakan perundungan adalah untuk melindungi hak asasi anak serta menjaga
martabat dan kehormatan setiap individu dari pelanggaran dan penindasan. Peraturan hukum
yang jelas dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-
haknya dengan adil dan setara. Namun, di Indonesia saat ini belum terdapat peraturan khusus
yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindakan perundungan.

Pelaksanaan perlindungan anak idealnya dilakukan secara komprehensif dan
berkelanjutan agar anak-anak yang berada di dalam pengasuhan lembaga dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal. Sejalan dengan Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 negara dan
pemerintah wajib menjamin hak anak tanpa diskriminasi (Shafadila Muthia, Dahlia Haliah,
dan Ardiansyah, 2022). Pengasuh  menerapkan pendekatan kekeluargaan  untuk
menggantikan peran orang tua, meskipun sistem asuh kolektif ini masih terkendala
keterbatasan SDM dan fasilitas (Nuraini, 2021).

Pelaksanaan perlindungan hukum anak secara administratif masih terkendala,
terutama akibat minimnya dukungan ekonomi dari pemerintah. Panti menjalin kerja sama
dengan Dinas Sosial, lembaga keagamaan, dan LSM untuk pembinaan keagamaan, konseling,
dan pelatihan karakter. Namun, pemenuhan hak anak tetap menghadapi tantangan seperti
keterbatasan dana, kurangnya pelatihan pengasuh, dan lemahnya pengawasan pemerintah
daerah (Ramadhani Fitria, 2022). Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban
tindak pidana perundungan sebagai upaya melindungi hak asasi anak serta menjaga martabat
dan harkat setiap in dividudari pelanggaran dan penindasan. Ketentuan hukum yang jelas
dan tegas memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil
dan setara. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan (bullying).
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Tindakan perundungan terhadap anak ini sudah sangat jelas diatur dalam undang
undang. Terlebih khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang mengatur
secara khusus untuk melindungi korban tindak pidana bullying adalah Pasal 76C yang
berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”.

Meskipun pelaku bullying dapat dikenakan sanksi, korban tetap menderita akibat
trauma dan stigma yang berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka.
Ancaman hukuman saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat, sehingga
perlu ada revisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perundungan. Pelaku
sebaiknya dikenakan hukuman minimum dan ancaman pidana penjara maksimum seumur
hidup untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan mencegah terulangnya
bullying di masa depan.. Sanksi tegas terhadap pelaku bullying bertujuan menciptakan efek
jera dan mencegah perilaku serupa di masa depan, serta memberi peringatan kepada
masyarakat. Namun, penegakan hukum dan sanksi yang ketat tidak cukup.

Prosedur penanganan laporan dari korban harus dilaksanakan dengan baik dan menjaga
kerahasiaan identitas korban, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal ini
mendorong korban untuk melaporkan insiden tanpa takut akan dampak negatif, sehingga
mereka dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalahan mengenai: Bagaimana faktor yang
menyebabkan terjadinya Bullying di Lingkungan Panti Asuhan?; Bagaimana bentuk
perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan Panti Asuhan?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau pengkajian
lapangan (field research). Pengkajian yuridis empiris yaitu studi hukum yang fokus pada
bagaimana ketentuan hukum normative diterapkan secara in action dalam kehidupan nyata
dalam masyarakat melaluiperistiwa-peristiwa hukum tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum menggunakan
data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer
dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian
yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai
alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara
(Amiruddin, 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari
data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui
penelitan lapangan (Bambang Waluyo, 2002).

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu
penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat
dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada
identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah
(problem-solution) (Soejono Soekanto, 1982).

Pendekatan yuridis adalah metode pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum Bagi Anak, yakni
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Bullying Di Lingkungan Panti Asuhan

Perundungan atau bullying merupakan suatu bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi
baik secara verbal maupun secara fisik. Bullying dapat terjadi diberbagai macam lingkungan,
tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja, namun juga dapat terjadi di lingkungan panti
asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu tempat yang rentan untuk terjadinya Bullying. Hal
ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Bullying merupakan tindakan
negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena
adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat, baik itu merupakan serangan
emosional, verbal ataupun fisik (Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B.
2019).

Panti asuhan merupakan lembaga pengasuhan anak yang memiliki peran penting dalam
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, fakta di lapangan
menunjukkan bahwa lingkungan panti asuhan tidak sepenuhnya terbebas dari praktik bullying,
yang dapat berdampak negatif secara fisik maupun psikologis terhadap anak-anak yang tinggal
di dalamnya. Bullying di panti asuhan sering tidak terungkap secara maksimal karena
keterbatasan pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya keberanian korban untuk
melaporkan.

Korban bullying di lingkungan Panti Asuhan cenderung tidak memiliki keberanian untuk
melaporkan tindakan bullying yang dialaminya kepada pengelola atau pengasuh di Panti
Asuhan tersebut. Bagi korban dengan kategori anak di bawah umur, mereka cenderung untuk
menyimpannya sendiri. Pelaku bullying kadang berkelompok atau juga sendiri (individu). Pada
umumnya faktor yang menyebabkan pelaku melakukan bullying yakni karena mereka merasa
berkuasa di daerah itu, atau juga karena merasa dirinya sebagai senior yang berkuasa.

Salah satu panti asuhan di Palangka Raya adalah panti asuhan Nurul Solihin. Di
panti asuhan ini bukan hanya mengasuh anak-anak yatim piatu tetapi juga mengasuh anak-
anak yang memiliki orang tua yang kurang mampu atau anak-anak yang terlantar
karena tidak sanggup membiayai untuk dapat bersekolah sebagaimana seharusnya anak
seusianya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak
yang ada di disini memiliki sedikit perbedaan dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan
lainnya. Anak-anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini cenderung bersikap sedikit kasar,
saling memukul, bahkan mereka beranggapan bahwa perbuatan saling memukul merupakan
suatu hal yang biasa terjadi. Namun ada juga anak-anak yang segan berhadapan dengan orang-
orang baru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa anak-
anak yang tinggal di panti asuhan ini sering berkelahi dan saling mem”bully” satu sama lain.
Sehingga tak jarang ada anak yang diam karena merasa minder dan merasa malu karena
dihina. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini juga terkadang dapt melakukan suatu
perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri.

Di panti asuhan, tindakan bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, sama seperti di
lingkungan lain seperti sekolah atau masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang
memperkuat risiko terjadinya bullying di panti asuhan, seperti dinamika kekuasaan di antara
anak-anak dan kurangnya pengawasan orang dewasa yang memadai.

Berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan bullying yang dapat terjadi di panti asuhan:
1. Bullying Fisik
Bullying fisik merupakan suatu bentuk penindasan yang paling jelas dan mudah
dikenali. Contoh dari perilaku Bullying fisik yakni:
a. Melukai fisik: Memukul, menendang, menjambak, mendorong, mencubit, atau tindakan
fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit.
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b. Merusak atau mengambil barang: Merusak atau menghancurkan barang milik korban,
seperti mainan, pakaian, atau barang pribadi lainnya.

c. Kekerasan seksual: Pelecehan atau kekerasan seksual, yang bisa dilakukan oleh sesama
anak atau, dalam kasus yang lebih parah, oleh pengasuh.

2. Bullying Verbal
Tindakan Bullying ini melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti atau

mengancam korban. Contoh dari Bullying verbal diantaranya:

a. Menghina dan mengejek: Mengolok-olok, memberikan julukan yang tidak pantas, atau
mengejek penampilan fisik, latar belakang, atau hal-hal lain tentang korban.

b. Mengancam: Mengancam akan menyakiti atau membuat korban takut.

c. Fitnah: Menyebarkan gosip atau desas-desus yang tidak benar untuk merusak reputasi
korban.

3. Bullying Relasional (Sosial)
Bullying jenis ini bertujuan merusak hubungan sosial dan reputasi korban, seperti:

a. Pengucilan: Dengan sengaja mengabaikan, mengucilkan, atau tidak mengajak korban
dalam aktivitas kelompok.

b. Menyebarkan rumor: Menyebarkan rumor atau gosip negatif di antara anak-anak panti
untuk membuat korban dijauhi.

c. Merusak persahabatan: Mempengaruhi anak-anak lain agar tidak berteman dengan
korban.

d. Memanipulasi: Mengendalikan dan memanipulasi hubungan sosial di panti untuk
mengisolasi korban.

4. Bullying Emosional (Psikologis)
Tindakan ini merusak kesehatan mental korban dengan cara-cara yang sulit dideteksi,
seperti:
a. Intimidasi: Menakut-nakuti, memberikan tatapan sinis, atau bahasa tubuh yang kasar
untuk membuat korban merasa terancam.
b. Merendahkan: Membuat korban merasa rendah diri atau tidak berharga di depan orang
lain.
c. Mengontrol: Memaksa korban melakukan sesuatu di luar kehendaknya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuk bullying yang terjadi
di Panti Asuhan Nurul Solihin yakni:
1. Bullying fisik, seperti:
a. Memukul, menendang, menjambak, mendorong, mencubit, atau tindakan fisik lainnya
yang menyebabkan luka atau rasa sakit.
b. Merusak atau mengambil barang: Merusak atau menghancurkan barang milik korban,
seperti mainan, pakaian, atau barang pribadi lainnya.
2. Bullying verbal, seperti:
a. Menghina dan mengejek: Mengolok-olok, memberikan julukan yang tidak pantas,
atau mengejek penampilan fisik, latar belakang, atau hal-hal lain tentang korban.
b. Mengancam: Mengancam akan menyakiti atau membuat korban takut.
3. Bullying Emosional (Psikologis), seperti:
a. Intimidasi: Menakut-nakuti, memberikan tatapan sinis, atau bahasa tubuh yang kasar
untuk membuat korban merasa terancam.
b. Merendahkan: Membuat korban merasa rendah diri atau tidak berharga di depan orang
lain.
c. Mengontrol: Memaksa korban melakukan sesuatu di luar kehendaknya.
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Faktor Penyebab Terjadinya Bullying Di Lingkungan Panti Asuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan factor-
faktor yang menyebabkan terjadinya bullying Panti Asuhan. Penyebab perbuatan bullying di
panti asuhan adalah interaksi kompleks dari faktor-faktor individu, lingkungan, dan
kelembagaan yang menciptakan dinamika kekuasaan tidak seimbang di antara anak-anak.

Factor-faktor penyebab terjadinya bullying di Panti asuhan, diantaranya:

1. Faktor individu

a) Pengalaman traumatis sebelumnya: Banyak anak di panti asuhan pernah mengalami
trauma, pengabaian, atau kekerasan sebelum masuk. Pengalaman ini dapat mengganggu
perkembangan kepribadian dan menyebabkan gangguan emosional, kecemasan, atau
rendah diri.

e Korban menjadi pelaku: Beberapa anak yang pernah menjadi korban kekerasan dapat
mengulang siklus tersebut dengan melakukan bullying kepada orang lain sebagai
bentuk balas dendam atau cara mengatasi perasaan tidak berdaya.

b) Kebutuhan untuk merasa berkuasa: Pelaku bullying sering kali berusaha mendapatkan
kekuasaan dan kontrol untuk mengompensasi rasa tidak aman atau rendah diri yang
mereka miliki.

c) Kurangnya empati: Beberapa pelaku tidak dapat memahami atau merasakan dampak
emosional dari tindakan mereka terhadap korban.

2. Faktor lingkungan dan kelompok

a) Hirarki sosial yang kaku: Anak-anak di panti asuhan sering kali membentuk hirarki sosial
mereka sendiri untuk mendapatkan status dan sumber daya (seperti perhatian). Hal ini
dapat memicu dinamika dominasi dan bullying.

b) Dinamika kelompok sebaya: Peran pengamat (bystander) sangat memengaruhi
terjadinya bullying. Jika teman sebaya tidak melakukan apa-apa atau bahkan
menertawakan, pelaku merasa tindakannya diterima.

c) Durasi tinggal: Anak-anak yang lebih lama tinggal di institusi mungkin memiliki
masalah perkembangan kognitif dan sosial yang dapat meningkatkan risiko keterlibatan
dalam bullying.

3. Faktor kelembagaan (panti asuhan)

a) Pengawasan yang tidak memadai: Terbatasnya jumlah staf atau pengawas membuat
interaksi anak-anak tidak terpantau dengan baik, sehingga bullying bisa terjadi tanpa
terdeteksi.

b) Rasio staf dan anak yang tidak seimbang: Jumlah anak yang jauh lebih banyak daripada
staf pengasuh menyulitkan staf untuk memberikan pengawasan dan perhatian yang
memadai kepada setiap anak.

c) Sumber daya terbatas: Keterbatasan sumber daya, seperti personel terlatih dan fasilitas,
menghambat upaya pencegahan dan intervensi yang efektif.

d) Kurangnya pelatihan staf: Staf pengasuh mungkin tidak memiliki pelatihan yang cukup
untuk mengenali, menangani, atau mencegah perilaku bullying secara proaktif.

e) Aturan yang tidak jelas: Ketiadaan aturan yang jelas mengenai bullying atau penegakan
yang tidak konsisten dapat memberikan kesan bahwa tindakan tersebut tidak serius.

f) Kurangnya dukungan psikologis: Anak-anak yang menghadapi trauma sering kali tidak
mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Mereka akhirnya mengembangkan
taktik bertahan hidup yang merugikan, termasuk bullying, untuk mengatasi masalah
mereka.

g) Lingkungan yang tidak mendukung: Jika panti asuhan tidak menciptakan lingkungan
yang aman dan penuh dukungan, anak-anak mungkin tidak merasa nyaman untuk
melaporkan insiden bullying.
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4. Faktor keluarga (sebelum masuk panti)

a) Pola asuh bermasalah: Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh keras,
permisif, atau tidak konsisten memiliki risiko lebih tinggi menjadi pelaku atau korban.

b) Kekerasan dalam keluarga: Pengalaman kekerasan dalam keluarga dapat menormalkan
perilaku agresif pada anak-anak.

c) Kurangnya kasih sayang dan perhatian. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian
dan kasih sayang di rumah dapat mencari bentuk perhatian lain, termasuk melalui
perilaku bullying.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Panti Asuhan
Apabila berbicara mengenai Perlindungan Hukum bagi korban bullying, maka terdapat
beberapa jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan. Perlindungan hukum bagi
korban bullying di panti asuhan mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif yang diatur
dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Korban merupakan anak yang berada di bawah
pengasuhan panti asuhan, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara.
Berikut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban bullying di panti asuhan:
1. Perlindungan hukum secara pidana
Tindakan bullying dapat dijerat secara pidana, terutama jika menimbulkan kekerasan
fisik atau psikis. Korban atau walinya dapat melapor ke pihak kepolisian. Dasar hukumnya
adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76c¢
melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Jika larangan ini dilanggar,
pelaku dapat dijerat Pasal 80 dengan ancaman pidana dan denda, yang hukumannya
akan diperberat jika pelaku adalah orang tua atau pengasuh.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

o Pasal 351 (penganiayaan). Jika bullying melibatkan kekerasan fisik yang
menyebabkan luka.

o Pasal 170 (pengeroyokan). Jika bullying dilakukan secara bersama-sama hingga
menyebabkan luka serius atau kematian.

c¢) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika
pelaku bullying juga masih anak-anak, proses hukumnya akan mengutamakan keadilan
restoratif melalui program diversi, yaitu penyelesaian di luar jalur peradilan.

2. Perlindungan hukum secara perdata
Selain pidana, korban juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita
akibat bullying.

a) Ganti rugi (restitusi): Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, anak
korban berhak atas restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara jika pelaku tidak
mampu membayar ganti rugi.

b) Gugatan perbuatan melawan hukum: Korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk
menuntut ganti rugi materiil dan/atau immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

3. Perlindungan hukum secara administratif
Panti asuhan memiliki tanggung jawab administratif untuk menciptakan lingkungan
yang aman bagi anak-anak asuhnya. Jika lalai, panti asuhan bisa mendapat sanksi.
a) Sanksi dan pengawasan: Pemerintah daerah melalui dinas sosial berwenang memberikan
sanksi administratif dan pengawasan ketat kepada panti yang mengabaikan
kasus bullying.
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b) Kewajiban rehabilitasi: Pemerintah wajib menyelenggarakan program rehabilitasi bagi
anak terlantar, termasuk mereka yang menjadi korban bullying. Program ini bertujuan
untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.

c) Penyelenggaraan kebijakan anti-bullying: Panti asuhan dapat diwajibkan untuk
menyediakan sistem pelaporan, program edukasi, dan rehabilitasi bagi korban maupun
pelaku untuk mencegah kejadian berulang.

4. Perlindungan dan pendampingan khusus
e Pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Meskipun fokus
utamanya pada kasus-kasus berat, LPSK dapat bekerja sama dengan lembaga daerah
untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban bullying, terutama
jika kasusnya serius.
e Perlindungan dari media massa. Identitas korban dilindungi dari pemberitaan media
massa untuk menghindari stigma dan trauma lebih lanjut.
Langkah yang bisa ditempuh korban atau walinya

1. Melapor ke pengurus panti asuhan: Langkah pertama yang harus diambil adalah
melaporkan kejadian kepada pengurus panti.

2. Melapor ke dinas sosial: Jika panti asuhan tidak memberikan respons yang memadai,
laporan bisa disampaikan ke dinas sosial setempat yang memiliki wewenang untuk
mengawasi panti asuhan.

3. Melapor ke polisi: Jika bullying sudah tergolong tindak pidana, laporan dapat dibuat
ke pihak kepolisian.

4. Meminta pendampingan hukum: Korban dapat meminta bantuan dari lembaga
bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan
anak.

KESIMPULAN

Tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor
internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari dari teman sebaya, dan pengaruh media.
Kasus ini terjadi karena ketidaksembangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Indonesia
telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur Perlindungan anak seperti didalam undang-
undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, implementesi hukum sering
sekali menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan
di lingkungan panti asuhan, dan minimnya pendampingan bagi korban. Untuk mencegah
tindakkan bullying di panti asuhan, diperlukan langkah langkah komprehensif yang melibatkan
pemerintah, ketua dan pengurus panti asuhan, orang tua, dan santri. Langkah-langkah ini
meliputi sosialisasi mengenai bullying, penerapan kebijakan anti bullying, pengawasan ketat
di lingkungan panti asuhan, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, pihak
pengurus panti asuhan terus mengintegrasikan nilai-nilai anti bullying ke dalam kegiatan
sehari-hari dan memastikan pola asuh yang tepat oleh orang tua.
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